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ABSTRAK 

 

Rosma Wati (2024):  Pengelolaan Dan Pengembangan Tanah Wakaf Ditinjau 

Menurut Undang-Undang No.25 Tahun 2018 (Studi 

Kasus di MTS Al Muttahidah Desa Melai Kecamatan 

Rangsang Barat Kabupaten Kepulaun Meranti) 

 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh pelaksanaan wakaf pada umumnya 

yang telah ada sejak dahulu kala dan masih aktual sampai saat ini. Yakni di, Mts 

Al-Muttahidah desa melai kecamatan rangsang barat kabupaten kepulauan 

meranti. tentang produktitas tanah wakaf yang digunakan oleh pihak madrasah. 

Rumusan masalah dalam skripsi adalah bagaimana pengelolan dan pengembangan 

tanah wakaf  di tinjau dari undang-undang no. 25 Tahun 2018, dan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui bagaimana peranan nazir dalam pengelolaan dan 

pengembangan tanah wakaf Mts. Al-Muttahidah Desa Melai Kecamatan 

Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti. 

Penelitian ini adalah penelitian sosiologis hukum Islam yang dilaksanakan 

dengan menggunakan metode lapangan (field research) yang dilaksanakan di 

Desa Melai. Sumber data penelitian ini adalah data primer yang diperoleh secara 

langsung dari responden yaitu hasil observasi, dan wawancara dari pihak 

madrasah, pemuka masyarakat, serta Nazir yang mengelola tanah wakaf secara 

produktif dan data sekunder diperoleh dari  buku-buku, dan artikel yang ada 

hubungannya dengan penelitian ini. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dan pengembangan 

tanah wakaf yang belum memiliki dokumen legal sudah sesuai dengan peruntukkan 

dan niat wakif untuk mendirikan madrasah diatas tanah wakaf tersebut. Sarana 

ibadah Madrasah berupa mushola, lapangan olahraga, dan tempat kesenian. 

Adapun peran nazir dalam menjaga harta wakif belum optimal. Hal ini 

ditunjukkan secara administratif dokumen tersebut belum berada di pihak nazir 

selaku pihak yang menjadi penjaga tanah wakaf tersebut. Temuan ini memiliki 

implikasi agar praktek wakaf dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan – ketentuan 

hukum yang berlaku, sehingga tidak akan menimbulkan masalah dikemudian hari. 

 

Kata Kunci: Wakif, Tanah Wakaf, Madrasah.Nazir. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

       Kata “Wakaf” berasal dari bahasa arab yaitu “Waqafa”. Asal kata 

“Waqafa” berarti “menahan” atau “berhenti” atau “diam ditempat” atau “tetap 

beridiri”.
1
 Menurut istilah, para ahli fiqih berbeda dalam mendefinisikan 

wakaf, sehingga mereka berbeda pula dalam memandang hakikat wakaf itu 

sendiri. Berbagai pandangan tentang wakaf menurut istilah sebagai berikut:
2
 

1. Menurut Mazhab Syafi‟i, Wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil 

manfaatnya dengan tetap utuhnya barang, dan barang itu lepas dari 

penguasaan si wakif serta dimanfaatkan pada sesuatu yang diperbolehkan 

oleh Agama. 

2. Menurut Mazhab Abu Hanifah, Wakaf adalah penahanan pokok sesuatu 

harta dalam tangan pemilikan wakaf dan penggunaan hasil barang itu, 

yang dapat disebutkan ariah atau commodateleoan untuk tujuan-tujuan 

amal saleh. Sementara itu pengikut Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Imam 

Muhammad memberikan pengertian wakaf sebagai penahanan pokok 

suatu benda dibawah hukum benda Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga 

hak pemilik dari wakif berakhir dan berpindah kepada Tuhan Yang Maha 

kuasa 

                                                             
1
 Departemen Agama Republik Indonesia, Perkembangan Pengelolaan Wakaf di 

Indonesia, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam, 2006), hlm. 1 
2
 Ahmad Faizal Haq & HLM.A. Saiful Anam, Hukum Wakaf dan Perwakafan di 

Indonesia, (Pasuruan: Garuda Buana Indah, 1993), hlm. 2 
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3. Kuasa untuk sesuai tujuan, yang hasilnya dipergunakan untuk 

makhluknya.  

4. Menurut Mazhab Maliki, berpendapat bahwa Wakaf itu tidak melepaskan 

harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut 

mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan 

kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif 

berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik 

kembali wakafnya 

5. Menurut Mazhab Hambali, adalah menahan kebebasan pemilik harta 

dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya 

harta dan memutuskan semua hak penguasaan terhadap harta itu, 

sedangkan manfaatnya dipergunakan pada suatu kebaikan untuk 

mendekatkan diri kepada Allah
3
 

Dari berbagai pendapat yang sudah dijelaskan para Mazhab diatas 

bisa digunakan sebagai acuan berwakaf yang berdasarkan keriteria yang 

ada, akan tetapi jika dilihat dari fungsi dan tujuan sama-sama mencari 

Ridho Allah SWT. Wakaf merupakan tindakan hukum yang disyari‟atkan 

oleh Allah SWT, tindakan hukum yang berupa wakaf ini seharusnya dapat 

kita terapkan dalam kehidupan. Pada dasarnya wakaf merupakan tindakan 

sukarela tabarru‟ untuk mendermasakan sebagian kekayaan karena sifat 

harta benda yang diwakafkan tersebut bernilai kekal, maka derma wakaf 

ini bernilai jariyah.
4
 

                                                             
3
 Usman Husaeni, Metodologi Penelitiam Sosial, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 52. 

4
 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995),  

Cet.I, hlm. 483. 
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6. Menurut Abdul Halim, wakaf adalah menghentikan manfaat dari harta 

yang dimiliki secara sah oleh pemilik yang asal mulanya diperbolehkan. 

Menghentikan dari segala yang diperbolehkan seperti menjual, 

mewariskan, menghibahkan, dan lain sebagainya. 
5
Permasalahan wakaf 

juga diatur dalam agama Islam, adapaun yang menjadi dalil sebagai dasar 

disyari‟atkannya ibadah wakaf bersumber dari QS. Ali-Imran ayat 92: 

                     

Artinya: Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang 

sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang 

kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka 

sesungguhnya Allah mengetahuinya.
6
  

 

Abu Thalhah, seorang sahabat setelah mendengar ayat diatas ingin 

mewakafkan hartanya yang sangat dicintainya berupa kebun Birha‟ Sunnah 

Rasulullah SAW: 

ِْ رَسُولَْ أَنْ  هُرَي رَةَْ أَبِْ عَنْ   ْ اللّ  ُْ صَلّ  هِْ اللّ  ذَا قاَلَْ وَسَلّ َْ علَيَ 
ِ
ن سَانُْ مَاتَْ ا

ِ
لُُْ عَن هُْ ان قَطَعَْ الْ   عَََ

لْْ 
ِ
لْْ  ثلَََثةَ،ٍ مِنْ  ا

ِ
عُو صَالِحٍْ وَلٍَْ أَوْ  بِه،ِ ينُ تَفَعُْ عِلّ ٍْ أَوْ  جَارِيةٍَ، صَدَقةٍَْ مِنْ  ا  مسلّ رواه (لَُْ يدَ 

“Apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 

dari 3 perkara, 1. shodaqoh jariyah, 2. ilmu yang bermanfaat, 3. Anak sholih 

yang mendoakan orang tuanya (H.R. Muslim no. 1631). 
7
  

 

Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 ayat 1 menyebutkan bahwa Wakaf 

adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum 

yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk 

                                                             
5
 Abdul Halim, Hukum Perwakafan di Indonesia, (Jakarta: Ciputat Press, 2005), hlm. 8 

6
 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, (Bandung: PT. Sygma Examedia 

Arkaleema, 2007), hlm. 406 
7
 M. Nashiruddin Al-Abani, Ringkasan Shahih Muslim, (Jakarta: Gema Insani, 2005), 

hlm. 47. 
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selama-   4 lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya 

sesuai dengan ajaran Islam. Berdasarkan ketentuan Pasal 215 ayat 4 KHI 

tentang pengertian benda wakaf adalah : Segala benda baik bergerak atau tidak 

bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai 

menurut ajaran Islam. 

  Menurut UU No. 25 Tahun 2018 Tentang Wakaf Pasal 1 ayat (1) 

menyatakan bahwa Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan 

dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan 

selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya 

guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. 

Menurut PP No. 42 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2018 

tentang wakaf Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Wakaf adalah perbuatan 

hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda 

miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu 

sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan 

umum menurut Syari‟ah. Namun setelah diresmikannya UU No. 25 Tahun 

2018 tentang Wakaf, kemudian diteruskan dengan dibentuknya Badan Wakaf 

Indonesia (BWI) sebagai lembaga independen yang secara khusus mengelola 

dana wakaf dan beroperasi secara nasional. Tugas dari lembaga ini adalah 

untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan Nasional Indonesia. 

Definisi wakaf produktif itu sendiri secara terminologi adalah transformasi 

dari wakaf yang alami menjadi pengelolaan wakaf yang profesional 5 oleh 

seorang nazhir untuk meningkatkan atau menambah manfaat wakaf. Wakaf 
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produktif termasuk wakaf benda bergerak yang sedikit lebih sulit dikelola 

dibandingkan dengan wakaf benda tidak bergerak. Wakaf produktif 

membutuhkan nazhir yang profesional untuk mengelola wakaf dengan baik 

sesuai tujuan, fungsi wakaf, dan peruntukannya serta melakukan pegawasan 

dan perlindungan terhadap harta benda wakaf.
8
 

Sedangkan wakaf benda tidak bergerak hanya memerlukan nazhir yang 

menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola sesuai peruntukannya 

saja tanpa pengawasan yang cukup berarti. Pengelolaan wakaf secara 

produktif untuk kesejahteraan masyarakat menjadi tuntutan yang tidak bisa 

dihindari lagi. Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 

2018 tentang Wakaf diarahkan untuk memberdayakan wakaf yang merupakan 

salah satu instrumen dalam membangun kesejahteraan eknomi umat Islam. 

Kehadiran Undang-Undang Wakaf ini menjadi momentum pemberdayaan 

wakaf secara produktif, sebab di dalamnya terkandung pemahaman yang 

komprehensif dan pola manajemen pemberdayaan potensi wakaf secara 

modern. Dalam kenyataannya, banyak para nazhir wakaf tersebut tidak 

mempunyai kemampuan manajerial dalam pengelolaan tanah atau benda 

wakaf lainnya sehingga harta benda wakaf tidak banyak manfaat bagi 

masyarakat sekitar. Kemudian, selama ini yang menjadi hambatan riil dalam 

pengembangan di Indonesia adalah keberadaan nazhir (pengelola) wakaf yang 

masih tradisional.  

                                                             
8
 Jaih Mubarok, Wakaf Produktif, (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2008), hlm. 15 
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Hal itu dikarenakan masih kuatnya paham mayoritas umat Islam yang 

masih stagnan (beku) terhadap pesoalan wakaf. Rendahnya kualitas Sumber 

Daya Manusia (SDM) nazhir wakaf, kemudian lemahnya kemauan para nazhir 

wakaf juga menambah ruwetnya kondisi wakaf di tanah air. Padahal, 

kehadiran nazhir sebagai pihak yang diberikan kepercayaan dalam 

pengelolaan harta wakaf sangatlah penting. Peruntukan wakaf di Indonesia 

kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat dan cenderung hanya 

untuk kepentingan kegiatan-kegiatan ibadah khusus lebih karena dipengaruhi 

oleh keterbatasan umat Islam akan pemahaman wakaf, baik mengenai harta 

yang diwakafkan, peruntukkan wakaf maupun nazhir (pengelola) wakaf. 

Mengingat salah satu tujuan wakaf ialah menjadikannya sebagai sumber dana 

yang produktif, tentu memerlukan nazhir yang mampu melaksanakan tugas-

tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab. Apabila nazhir tidak 

mampu melaksanakan tugas (kewajiban) nya, maka pemerintah wajib 

menggantinya dengan tetap menjelaskan alasan-alasannya. 
9
 

Akan tetapi, saat ini sudah mulai adanya upaya pengelolaan wakaf ke 

arah yang lebih baik, dikelola dengan cara yang lebih profesional, seperti 

adanya lembaga-lembaga yang mengelola zakat, infak, shadaqah termasuk 

pengelolaan wakaf . Lembaga-lembaga tersebut mengelola dana zakat, infak, 

shadaqah maupun wakaf meliputi penghimpunan sampai kepada 

pemberdayaan dana zakat, infak, shadaqah dan wakaf tersebut. 

                                                             
9
 Achmad Djunaidi & Thobieb Al-Asyhar, Menuju Era Wakaf Produktif, (Jakarta: Mitra 

Abadi Press, 2006), hlm. 47-54. 7  
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Bentuk pengelolaan maupun pemberdayaan yang dilakukan setiap 

lembaga tersebut tentutnya dengan strategi yang berbeda-beda, baik dalam 

caracara yang dilakukan untuk mengajak agar orang yang mau berzakat, infak, 

shadaqah maupun berwakaf bersedia menitipkannya kepada lembaga tersebut. 

selain itu, tergantung lembaga tersebut bisa menjaga amanah dengan 

sebaikbaiknya dan sesuai dengan ketentuan syari‟ah dalam mengelola dana 

zakat, infak, shadaqah maupun wakafnya. Salah satu contoh praktek wakaf 

prduktif yaitu di mts al muttahidah melai yang khusus mengelola wakaf 

terutama wakaf produktif. Penulis memilih lembaga tersebut dikarenakan 

mampu secara maksimal mengoptimalkan, mengembangkan, dan mengelola 

wakaf produktif. Wakaf produktif yaitu dana wakaf yang difungsikan sebagai 

dana penunjang kegiatan pendidikan, dakwah, dan sosial yang berorientasi 

kepada sebesar-besarnya kemanfaatan ummat secara amanah dan profesional. 

Strategi yang dilakukan dalam pemberdayaan wakaf secara produktif di Mts al 

muttahidah melai ini yaitu dengan memberdayakan dana wakafnya kepada 

aspek usaha yang menguntungkan, donasi dana wakafnya diperuntukkan 

kepada donatur sekolah sebagai usaha yang disewakan untuk usaha seperti , 

sebidang kebun kelapa, dan penghasilan kopra lainnya, ini juga berupaya 

sebaik mungkin dalam memberdayakan dana wakafnya untuk memakmurkan 

umat, baik itu dalam beberapa kegiatan pendidikan dengan adanya sumbangan 

, ekonomi dengan adanya usaha-usaha  dan jasa, adanya cek kesehatan, kadar 

gula, donor darah, cek kesehatan mata dan hal lain yang menyangkut 

kesehatan selalu diadakan kegiatan tersebut secara terstruktur  bulannya, dan 
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juga yang termasuk kepada perkebunan dan pertanian seperti adanya Masjid di 

lingkungan sekolah dengan dibarengi perkebunan kelapa, dan kopra lainnya, 

bahkan disisi lain Mesjid juga mampu mengelola dana wakafnya seperti 

dengan bukti adanya aula tempat seni, dengan dikelola di atas tanah wakaf 

yang dimiliki Mesjid di lingkungan madrasah. 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka atas dasar inilah penulis tertarik 

untuk membahas lebih lanjut mengenai pengelolaan dan pengembangan tanah 

wakaf sesuai dengan undang-undang dengan mengangkat judul penelitian 

“PENGELOAAN DAN PENGEMBANGAN TANAH WAKAF DITINJAU 

MENURUT UNDANG-UNDANG NO.25 TAHUN 2018 (studi kasus di Mts 

Al-Muttahidah Desa Melai Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten 

Kepualauan Meranti)”. 

 

B. Batasan Masalah 

    Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah di jelaskan oleh 

penulis di atas, maka di perlukan batasan masalah agar peneliti lebih fokus dan 

yang penulis bahas tidak meluas. Oleh karena itu, maka penulis akan 

membatasi masalah yang akan diteliti yaitu. pengelolaan dan pengembangan 

tanah wakaf ditinjau menurut undand-undang NO 25 tahun 2018 Di Mts 

AL-Muttahidah Desa Melai Kec.Rangsang Barat Kab.Kep.Meranti. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah di atas,maka dapat di uraikan beberapa 

hal yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : 
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1. Bagaimanana pengelolaan dan pengembangan  tanah wakaf  Mts Al-

Muttahidah Desa Melai Kec.Rangsang Barat Kab.Kep.Meranti? 

2. Bagaimana  pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf ditinjau 

menurut undang-undang no 25 tahun 2018 Di Mts AL-Muttahidah Desa 

Melai Kec.Rangsang Barat Kab.Kep.Meranti? 

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

a. Untuk mengetahui pengelolaan dan pengembangan  tanah wakaf  Mts 

Al-Muttahidah Desa Melai Kec.Rangsang Barat Kab.Kep.Meranti. 

b. Untuk mengetahui pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf ditinjau 

menurut undang-undang no 25 tahun 2018 Di Mts AL-Muttahidah 

Desa Melai Kec.Rangsang Barat Kab.Kep.Meranti. 

2. Manfaat  Penelitian 

a. Untuk salah satu syarat  meraih gelar sarjana hukum pada fakultas 

syariah Dan hukum Universitas Islam Sultan Syarif  Kasim Riau. 

b. Untuk mendalami pengetahuan penelitian dalam bidang hukum 

khususnya Hukum Keluarga. 

c. Untuk kajian bahan informasi bagi penelitian berikutnya mengenai 

permasalahan yang sama. 
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BAB ll 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kerangka Teoritis 

1. Wakaf Menurut Hukum Islam 

a. Pengertian Wakaf 

Wakaf menurut bahasa berarti “al-habsu” yang berasal dari kata 

kerja habasa-yah bisu-h absan, yakni menjauhkan orang dari sesuatu atau 

memenjarakan. Kemudian kata ini berkembang menjadi “h abbasa” yang 

bermakna mewakafkan harta karena Allah. Sedangkan wakaf menurut 

istilah syara‟ ialah menahan harta dan mensedekahkan manfaatnya di jalan 

Allah (digunakan untuk kebaikan).
10

  

Para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan wakaf, 

diantaranya pertama Hanafiyah mengartikan wakaf sebagai menahan 

benda milik wakif dan menyedekahkan atau mewakafkan manfaatnya 

kepada siapapun yang diinginkan dengan tujuan kebajikan, maka dari itu 

harta wakaf tetap menjadi milik si wakif sehingga ia boleh menariknya 

kembali, dikarenakan menurutnya hukum wakaf ialah jaiz (boleh), tidak 

wajib seperti pinjam meminjam,
11

 Abu Hanifah mendasarkan argumennya 

atas al-ra‟yu yang didasarkan pada konsep wakaf yaitu h}abs al-„ain „ala> 

milk al-wa>qif, hal ini berkaitan dengan teori Abu Hanifah yang 

mengartikan milik sebagai milik sepenuhnya, oleh karenanya si wakif 

                                                             
10

As-Sayyid Sabiq, Fiqh As-Sunnah, (Kairo: Maktabah Dar al, turas 1995), Juz III, hlm. 

315 
11

 Suparman Usman, Hukum Perwakafan di Indonesia, (Serang: Darul Ulum, 1994), hlm. 

25  
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sebagai pemilik benda wakaf mempunyai hak “menggunankan” (tas}arruf) 

sepenuhnya.
12

  

Kedua, Malikiyah mengartikan wakaf dengan menjadikan 

manfaat benda yang dimiliki untuk diberikan kepada yang berhak dengan 

suatu akad (sigat) dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan 

wakif, ketiga Syafi‟iyah mengartikan wakaf dengan menahan harta yang 

bisa memberi manfaat serta kekal materi bendanya dengan cara memutus 

hak pengelolaan yang dimiliki oleh si wakif untuk diserahkan kepada 

pihak ahli waris yang diperbolehkan oleh syari‟ah yang berarti si wakif 

sudah tidak memiliki hak lagi atas harta yang sudah diwakafkannya.
13

 

Seperti yang telah disebutkan oleh Asy-Sya>fi„iy dalam kitabnya: 

bahwasannya yang dimaksud dengan wakaf secara bahasa adalah 

pemberian tanpa ada batas waktu yakni untuk selama-lamanya
14

, keempat 

Hanabilah mendefinisikan wakaf dengan kata yang lebih sederhana yakni 

menahan asal harta (tanah) dan menyedekahkan manfaat yang 

dihasilkan.
15

 

Sesungguhnya wakaf merupakan bentuk amalan yang sangat 

dianjurkan dalam Islam, disebabkan pahalanya tidak akan terputus selama 

barang yang diwakafkan masih dapat diambil manfaatnya. Wakaf hampir 

sama dengan sadaqah, karena dalam arti luas sadaqah memiliki makna 

                                                             
12

 Juhaya S. Praja, Perwakafan di Indonesia: Sejarah Pemikiran Hukum dan 

Perkembangannya, (Bandung: Yayasan Piara, 1995), hlm. 16 
13

 Sayyid Abi Bakar, I„anah At-Talibin, (Beirut: Dar al-Fikr,1993), hlm. 157 
14

 Syafi„iy, Asy-, Al Imam Abi „Abdullah Muhammad bin Idris, Al Bayan fi Fiqh Al 

Imam AsySyafi‟i, (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 2002)Jilid 8, hlm. 48 
15

 Maqdisiy, Al-, Muwaffaq Al-Din Ibn Qudamah, Muhammad Hasan Isma„il (ed), Al-

Muqni„,(Beirut-Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2005), hlm. 227 
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sesuatu pemberian yang dikeluarkan dari harta milik seseorang kepada 

orang lain, yang membedakan dengan wakaf hanya dari sisi manfaatnya. 

Jika sadaqah berupa segala pemberian tanpa ada sifat-sifat khusus yang 

mendasarinya, berbeda dengan wakaf, dimana harta yang diwakafkan 

harus memiliki sifat tahan lama.
16

 

 Jadi dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan wakaf 

adalah suatu bentuk amalan yang dianjurkan dalam Islam yang 

pelaksanaanya dilakukan dengan cara menahan asal benda wakaf yang 

bisa diambil manfaatnya dan tahan lama untuk digunakan dalam kebajikan 

dengan tujuan agar mendapat ridla Allah swt. 

2. Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Menurut Hukum Islam 

Salah satu aspek penting dalam hal pengelolaan harta benda wakaf 

adalah mengenai pencatatan harta benda wakaf, sementara dalam fiqih Islam 

tidak banyak dibicarakan mengenai prosedur dan tata cara perwakafan secara 

rinci. Berbeda halnya denga hukum positif yang mengatur masalah 

perwakafan dalam berbagai aturan perundang-undangan yang telah ada. 

Dalam hukum Islam sendiri tidak ada ketentuan khusus yang 

mengharuskan pendaftaran tanah wakaf, karena memang dalam Islam sendiri 

praktek wakaf dianggap sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Para 

ulama imam empat mazhabpun tidak mencantumkan keharusan 

pengadministrasian dalam praktek wakaf. Namun seiring berjalannya waktu 

sering kali terjadi perselisihan atau sengketa mengenai tanah wakaf. Maka 

                                                             
16

 Musthafa Kamal dkk, Fiqh Islam; Sesuai Dengan Putusan Majelis Tarjih, 

(Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2002), hlm. 190  
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dalam hal ini selayaknya kita lihat firman Allah dalam surat Al-Baqoroh : 282 

yang berbunyi : 

                               

       ...     

Artinya : “Hai orang- orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak 

secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 

menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu 

menuliskannya dengan benar, ...” (QS. Al-Baqoroh : 282)
17

 

 

Ayat ini menegaskan keharusan mencatat kegiatan transaksi 

muamalah seperti jual beli, sewa menyewa, hutang piutang dan sebagainya. 

Selanjutnya Adijani al-Alabij menyatakan bahwa berwakaf adalah suatu 

kegiatan penyerahan hak yang tak kalah pentingnya dengan kegiatan 

muamalah lainnya seperti jual beli dan sebagainya. Jika untuk untuk 

muamalah lainnya Allah memerintahkan dicatat, maka analogi untuk 

wakafpun demikian, karena jiwa yang terkandung dalam ayat tersebut adalah 

agar dibelakang hari tidak terjadi sengketa/gugat menggugat diantara pihak 

yang bersangkutan.
18

 

Selain itu ada beberapa kaidah fiqih yang senada dengan pendapat 

diatas, yaitu kaidah : (adh dharuuru yuzaalu), artinya : kemudharatan harus 

dihilangkan. Dan kaidah (dar ul mafaasid wa jalbul mashaalih), artinya : 

menolak kemudharatan dan menarik maslahah. Dimana dalam konteks ini 

penyelewengan dan persengketaan akibat tidak ada pengadministrasian 

adalah mudharat yang harus dihilangkan. 

                                                             
17

 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, (Bandung: PT. Sygma Examedia 

Arkaleema, 2007), hlm. 17 
18

 Ibid., hlm.100 
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Melakukan pengembangan dan pembaruan hukum Islam yang 

beranjak dari fiqih mazhab dengan mengutamakan prinsip maslahah mursalah 

(kemaslahatan) dan siyasah syar‟iyah (intervensi negara).
19

 Maka dengan 

dasar kemaslahatan tersebut para ulama akhirnya banyak mengemukakan 

berbagai pendapat dan ide dalam hal pengelolaan dan pengembangan wakaf. 

Dr. Musthafa Asy-Syiba‟i menjelaskan tentang penggunaan wakaf 

khairi (wakaf untuk umum) yang pernah dan masih dilaksanakan di berbagai 

negara Islam yaitu : masjid-masjid, sekolah-sekolah, perpustakaan umum, 

rumah sakit, penginapan orang musafir, rumah-rumah miskin, air minum 

untuk umum, persiapan senjata, kendaraan buat perang, persiapan 

perlengkapan pejuang-pejuang, asrama-asrama buat mujahidin, perbaikan 

jembatan/jalan umum, kolam-kolam di tengah padang, makam/kuburan, 

perawatan yatim piatu, pemeliharaan anak-anak gelandangan, penyantunan 

orang-orang lumpuh, penyantunan orang-orang buta, pemeliharaan orang tua, 

penyantunan orang yang baru keluar dari penjara dan lain sebagainya.
20

 

Suparman Usman menjelaskan langkah-langkah yang dapat 

diupayakan para nazhir dalam pengembangan wakaf antara lain : 

1. Memperbanyak wakaf produktif.
21

 

Upaya ini bertujuan agar harta benda wakaf mampu menghasilkan 

dana yang banyak bagi peningkatan kesejahteraan umat. Langkah ini bisa 

                                                             
19

 M. Atho Mudzar dan Khairudin Nasution, Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern 

(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hlm. 208 
20

 Suparman Usman, Op., Cit, hlm. 36-37 
21

 Ibid., hlm. 6 
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ditempuh melalui kerjasama (kemitraan) denga pihak-pihak lain sepanjang 

tidak bertentangan dengan syariat dan perundang-undangan. Contohnya 

adalah mengoptimalkan potensi tanah wakaf yang letaknya strategis 

dengan membangun pusat perkantoran atau pusat pertokoan yang dapat 

menghasilkan uang sewa bangunan di atas tanah wakaf itu. Uang sewa 

tersebut bisa dimanfaatkan bagi kesejahteraan umat. 

2. Memperbanyak dan menggalakkan wakaf tunai.
22

 

Di kalangan umat Islam, wakaf yang sangat popular adalah masih 

terbatas pada persoalan tanah dan bangunan yang diperuntukkan untuk 

tempat ibadah dan pendidikan, serta baru belakangan baru ada wakaf 

yang berbentuk tunai, yaitu sejak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 

25 Tahun 2018 Tentang Wakaf. 

Sebagai sebuah upaya mensosialisasikan wakaf produktif untuk 

kesejahteraan sosial, maka harus disosialisasikan secara intensif agar 

wakaf produktif dapat diterima lebih cepat oleh masuarakat banyak dan 

segera memberikan jawaban konkrit atas permasalahan ekonomi umat. 

Mengacu pada keberhasilan negara-negara muslim lainnya, seperti Mesir, 

Maroko, Kuwait, Turki, Qatar dan lainnya yang telah memberdayakan 

wakaf tunai secara maksimal, saatnya kita melangkah menuju kearah 

tersebut.
23

 

 

                                                             
22

 Ibid., hlm. 7 
23

 Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di 

Indonesia, (Jakarta: Direktorat   Jenderal   Bimbingan   Masyarakat Islam   dan   Penyelenggaraan 

Haji, 2005), hlm. 15 
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3. Mengoptimalkan potensi harta benda wakaf sesuai kondisi dan 

fungsinya.
24

 

Contoh dari model pengembangan ini adalah jika ada tanah yang 

kurang strategis letaknya untuk dibangun perkantoran atau pertokoan, 

maka bisa dipertimbangkan untuk ditanami tanaman tertentu yang laku di 

pasar atau sangat baik prospeknya dalam dunia ekonomi, seperti ditanami 

pohon jarak yang saat ini sedang digalakkan, atau tanaman tertentu yang 

secara ekonomis menguntungkan, bekerjasama dengan pihak-pihak terkait. 

Selanjutnya jika ditinjau dari pengembangan hasil harta wakaf, 

maka dapat dilakukan dua pola pengembangan wakaf : 

a. Pengembangan wakaf untuk kegiatan sosial.
25

 

Contoh pengembangan ini adalah pengembangan pendidikan 

dan sarana kesehatan. Survei menunjukkan bahwa bentuk 

pengembangan wakaf yang pertama yaitu sarana pendidikan (65%) 

dan sarana kesehatan (11%) lebih diprioritaskan oleh pengelola wakaf. 

Namun karena sarana pendidikan dan kesehatan sering membutuhkan 

biaya yang besar diluar kesanggupan lembaga wakaf, maka para 

pengeloala wakaf tersebut biasanya membentuk Badan Amil Zakat 

Nasional (BAZNAS) (59%) untuk menunjang pembiayaannya. 

Dengan kata lain, pembentukan BAZNAS menjadi andalan utama para 

nazhir guna membiayai kebutuhan operasional dan pelayanan wakaf. 

cara ini sering ditempuh oleh pengelola wakaf mengingat pembiayaan 

                                                             
24

 Suparman Usman, Pengamanan dan Pengembangan Wakaf Bagi Kesejahteraan Umat, 

hlm. 7 
25

 Andi Agung Prihatna, dkk, Wakaf, Tuhan dan Agenda Kemanusiaan, Studi Tentang 

Wakaf dalam Perspektif Keadilan Sosial di Indonesia, hlm. 143 
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operasional lembaga dan kegiatan pelayanannya dapat dipenuhi 

dengan sumbangan dari masyarakat, baik berupa zakat, sedekah dan 

infak. 

b. Pengembangan yang bernilai ekonomi.
26

 

Contoh pengembangan ini adalah pengembangan perdagangan, 

industri, pembelian properti dan sebagainya. Pengembangan wakaf 

model ini tampaknya belum memasyarakat dalam praktek perwakafan. 

Dengan kata lain, pengembangan model ini terpaut jauh dibawah 

pengembangan model pertama. Namun demikian beberapa sector 

pengembangan ekonomi telah dilakukan para nazhir, diantaranya pada 

sector agrobisnis, perdagangan, property, pertambangan dan 

perindustrian, namun masih dalam jumlah terbatas. 

Rendahnya pengembangan model ini mungkin disebabkan 

kehati- hatian para nazhir dalam berinvestasi, takut merugi jika 

diinvestasikan atau bahkan bias jadi karena ketidakmengertian para 

nazhir dalam hal pengembangan ekonomis tersebut, karena lemahnya 

SDM mereka.
27

 

Adanya dana yang berasal dari hibah masyarakat (zakat, infak 

dan shadaqoh) dan kemudian di “injeksikan” kedalam tanah dan 

bangunan harta wakaf untuk mengoptimalkan fungsinya merupakan 

suatu kegiatan yang sudah lama berjalan. Tetapi apabila dana yang 

diinjeksikan itu berasal dari suatu lembaga yang mengelola dana wakaf 

                                                             
26

 Ibid.,hlm. 143 
27

 Ibid.hlm. 14 
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atau lembaga pembiayaan, maka hal ini merupakan hal yang baru dan 

biasanya akan menyangkut berbagai persyaratan formal. 

Dalam catatan sejarah Islam, abad ke-8 dan ke-9 Hijriyah, 

selain menjadi zaman kejayan Islam juga dipandang sebagai masa 

keemasan wakaf. Pada masa itu wakaf meliputi berbagai benda yakni 

masjid, musholla, sekolahan, tanah pertanian, rumah, toko, kebun, 

pabrik roti, bangunan kantor, gedung pertemuan dan perniagaan, 

bazaar, pasar, tempat pemandian, tempat pemangkas rambut, gudang 

beras, pabrik sabun, pabrik penetasan telur dan lain-lain. Saat itu harta 

wakaf tidak hanya dimanfaatkan untuk menyediakan layanan gratis 

seperti masjid yang digunakan sebagai tempat ibadah, sekolah gratis 

bagi yang tidak mampu, namun juga sebagai penghasil dana seperti 

pusat perbelanjaan yang menghasilkan uang sewa.
28

 

c. Ajuan dan peningkatan ekonomi umat dan/atau 

d. kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan 

dengan syariah dan peraturan perundang-undangan. 

Dalam pasal 42 disebutkan bahwa nazhir wajib mengelola dan 

mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan 

peruntukannya. 

1. Dasar Hukum Wakaf 

Dasar hukum wakaf, baik dari al-Quran dan Hadis adalah sebagai 

berikut: 

                                                             
28

 Departemen Agama RI, Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, hlm. 

14 
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a. Allah berfirman dalam Q.S Ali Imron : 92 

                      

       

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), 

sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa 

saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.” 
29

 

 

b. Q.S.2(al-Baqarah): 261-262 

                          

                             

                           

                       

 

“Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti 

sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada 

seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, Dan 

Allah Mahaluas, Maha Mengetahui. Orang yang menginfakkan hartanya di 

jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan 

menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima), mereka 

memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada 

mereka dan mereka tidak bersedih hati.”
30

 

  

                                                             
29

 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, (Bandung: PT. Sygma Examedia 

Arkaleema, 2007), hlm. 33 
30

 Ibid., hlm. 18 
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c. Q.S.2(al-Baqarah): 267 

                         

                    

                 

 

“Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil 

usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari 

bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu 

keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan 

dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya.”
31

 

d. Q.S. 22 (al-Hajj): 77 

                 

 

“Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, 

sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat 

kemenangan.” 
32

 

e. HR. Muslim Rahimahullah 

نْسَانُ عَنْ أَبِ هُريَْ رةََ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ  : " إِذَا مَاتَ الِْْ
انْ قَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلََّّ مِنْ ثَلََثةٍَ ؛ إِلََّّ مِنْ صَدَقةٍَ جَاريِةٍَ، أَوْ عِلْمٍ يُ نْتَ فَعُ بهِِ، أَوْ وَلَدٍ 

 "  صَالِحٍ يَدْعُو لهَُ 
“Dari Abi Hurairah: Bahwasannya Rasulullah saw bersabda: apabila 

seseorang meninggal dunia maka terputuslah segala amalannya kecuali 

tiga perkara: yakni sadaqah ja>riyah, ilmu yang bermanfaat dan doa anak 

yang sholeh”. 
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2. Rukun dan Syarat Wakaf 

Kendati para Imam Mujtahid berbeda pendapat dalam memberikan 

pandangan terhadap institusi wakaf, namun semuanya sependapat bahwa 

untuk membentuk lembaga wakaf diperlukan rukun dan syarat-syarat, 

walaupun mereka juga berselisih pendapat mengenai jumlah rukun dan syarat 

tersebut. 

Menurut ulama mazhab Hanafi, rukun wakaf itu hanya satu, yakni 

akad yang berupa ijab (pernyataan dari wakif). Sedangkan Qobul (pernyataan 

menerima wakaf) tidak termasuk rukun, disebabkan akad tidak bersifat 

mengikat. Sedangkan menurut jumhur ulama dari mazhab Syafi‟i , Maliki dan 

Hambali bahwa rukun wakaf ada empat : 1) wakif (yang mewakafkan), 2) 

mauquf „alaih (orang yang menerima wakaf), 3). Mauquf ( benda yang 

diwakafkan) dan 4). Sighat 
33

 

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2018 tentang Wakaf dibahas 

pula mengenai rukun dan syarat wakaf. Pada pasal 6 disebutkan bahwa wakaf 

dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut: Wakif, Nazhir, 

Harta Benda Wakaf, Ikrar Wakaf, Peruntukkan Harta Benda Wakaf, Jangka 

Waktu Wakaf. 
34

 

Sedangkan pembahasan seputar syarat-syarat wakaf diatur pada 

bagian-bagian berikutnya. 

A. Wakif 

                                                             
33

 Abdul Hlm.im, Hukum Perwakafan di Indonesia, hlm. 16-17 31 
34

 Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimas Islam dan penyelenggaraan Haji, 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tentang Wakaf, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan 

Penyelenggaraan Haji, 2005) hlm. 5-6. 
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Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. (pasal 

1 BAB I Ketentuan Umum). Wakif meliputi; Perseorangan, Organisasi, 

Badan Hukum. (Pasal 7) 

Wakif perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf (a) 

hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan: Dewasa, 

Berakal sehat, Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, dan Pemilik 

sah harta benda wakaf. (Pasal 8 ayat 1) 

Wakif organisasi sebagaiman dimaksud dalam pasal 7 huruf (b) 

hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi 

untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan 

anggaran dasar organisasi yang bersangkutan. (pasal 8 ayat 2)
35

 

Nazhir 

Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif 

untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. (pasal 1 

BAB I Ketentuan Umum). 

Nazhir mempunyai tugas yaitu: Melakukan pengadministrasian 

harta benda wakaf, Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf 

sesuai dengan tujuan fungsi dan peruntukannya, Mengawasi dan 

melindungi harta benda wakaf, Melaporkan pelaksanaan tugas kepada 

Badan Wakaf Indonesia (pasal 11 Bagian Kelima tentang Nazhir, BAB II 

Dasar- dasar wakaf). Nazhir meliputi: Perorangan, Organisasi, dan Badan 

Hukum (Pasal 9 ayat 5) 

Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf (a) 

                                                             
35
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hanya dapat menjadi nazhir apabila memenuhi persyaratan: Warga Negara 

Indonesia, Beragama Islam, Dewasa, Amanah, Mampu secara jasmani dan 

rohani, dan Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. ( pasal 10 

ayat1)
33

 

Organisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf (b) hanya 

dapat menjadi nazhir apabila memenuhi persyaratan : Pengurus organisasi 

yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan Organisasi yang bergerak di 

bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan atau keagamaan Islam. 

(pasal 10 ayat 2) 

Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf (c) 

hanya dapat menjadi nazhir apabila memenuhi persyaratan : 

i. Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan 

nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan 

ii. Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan 

perundang- undangan yang berlaku; dan 

iii. Badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, 

kemasyarakatan, dan atau keagamaan Islam.   (pasal 10 ayat 3). 

a. Orang yang berwakaf (wakif)  

Wakif adalah orang yang mewakafkan hartanya. Wakif 

disyaratkan bagi orang mukallaf, yang ahli berbuat kebaikan, memeiliki 

Mawquf, dan dalam pelaksanaannya tidak ada paksaan yakni dengan 

syarat orang tersebut berakal sehat, baligh dan tidak lalai/ boros (karena 
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harta orang boros dibawah kuasa walinya),
36

 telah dapat 

mempertimbangkan baik buruknya tindakan yang dilakukan, merdeka atau 

jika wakif seorang budak maka ia harus mendapat izin dari majikannya 

terlebih dahulu, dikarenakan wakaf merupakan pengguguran hak milik 

seseorang dengan memberikan hak tersebut kepada orang lain, sedangkan 

hamba sahaya tidak mempunyai hak milik.
37

 

b. Benda yang diwakafkan (Mawquf)  

Benda yang diwakafkan merupakan benda yang jelas, memiliki 

nilai guna dan tidak rusak atau habis ketika diambil manfaatnya (tahan 

lama), milik orang yang berwakaf, ada ketika diwakafkan, bisa dipindah 

tangankan dari milik seseorang ke milik orang lain.
38

 Selain itu barang 

yang diwakafkan apabila didasarkan pada wasiat maka besarnya wakaf 

tidak boleh lebih dari sepertiga harta yang ditinggalkan. 

Benda yang sifatnya tetap secara mutlak boleh diwakafkan, 

sedangkan benda bergerak yang diperbolehkan untuk diwakafkan terdapat 

ketentuan tersendiri.  

c. Penerima wakaf (Mawquf „Alaih)  

Mawquf „alaih ada dua macam: pertama jelas (nadzir), kedua 

tidak jelas (tujuan wakaf). Jika yang dimaksud dengan Mawquf „alaih 

merupakan tujuan wakaf, maka tujuan wakaf tersebut harus mengarah 

pada unsur pendekatan diri kepada Allah (tidak boleh mengandung unsur 

maksiat). 
39
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37
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Sasaran berupa salah satu bentuk dari bentuk kebajikan (seperti 

kepentingan agama, pendidikan dan kesejahteraan sosial), di dalamnya 

tidak terdapat maksiat yang diharamkan oleh syari‟at dan kebajikan dalam 

sasaran wakaf hendaknya bersifat terus menerus (jangka waktu lama). 

Ketentuan bagi penerima wakaf (nadzir) diantaranya orang yang cakap 

hukum untuk memiliki dan menguasai harta wakaf, seperti halnya si 

wakif, jadi tidak sah wakaf kepada hamba sahaya ataupun anak kecil. 

Hendaknya diterangkan dengan jelas kepada siapa atau benda yang akan 

diwakafkan, dan penerima itu harus amanah, ada ketika terjadi wakaf, dan 

tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.
40

 

Wakif berhak menentukan siapa yang akan dijadikan nazir, baik 

ia sendiri maupun dari orang lain. Jika wakif tidak menunjuknya, dari 

pihak pengadilan bisa menunjuk pihak nazir dari kerabat dekat wakif 

ataupun orang yang dapat dipercaya oleh si wakif. Pengangkatan nazir 

bertujuan agar benda wakaf tetap terjaga dan terurus, sehingga harta wakaf 

tidak sia-sia.  

Ahli waris boleh melakukan apapun atas harta benda wakaf, 

asalkan mendatangkan kemanfaatan dan kebaikan untuk wakaf yang 

dikelolanya. Selain itu tindakan yang dilakukan tidak menghilangkan zat 

dari benda wakaf itu sendiri maupun mengalihkan kepemilikan atas harta 

benda wakaf tersebut. Pihak nazir tidak bertanggung jawab atas kerusakan 

yang timbul atas harta wakaf, kecuali diketahui dengan sebenar-benarnya 
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bahwa kerusakan itu memang disebabkan oleh kelalaian atau kesengajaan 

nadzir.
41

 

Nazir diperbolehkan menggunakan atau memakan sebagian dari 

benda wakaf itu dengan syarat-syarat: tidak dengan maksud untuk 

memilikinya, hanya secukupnya dalam arti tidak bermaksud untuk 

menumpuk harta kekayaan.
42

  

d. Lafaz atau pernyataan penyerahan wakaf  

Lafaz atau sigat ialah segala ucapan, tulisan maupun isyarat dari 

seseorang yang berakad untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa 

yang diinginkannya. Wakaf harus diucapkan dengan jelas tentang benda 

wakaf, penerima dan untuk apa benda tersebut diwakafkan.
43

 

 

B. Tinjauan Menurut Undang-Undang Nomer 25 Tahun 2018 

Menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 2018 tentang Wakaf, yang 

dimaksud wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau 

menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya 

selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya 

guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. 

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. 

Adapun rukun wakaf adalah sebagai berikut : 

a. Wakif seseorang yang ingin berwakaf. 

b. Nazhir 
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c. Mauquf bih (harta yang diwakafkan. Adapun syarat mauquf bih antara lain: 

1) Harta yang diwakafkan harus mutaqawwam yaitu menurut madzhab 

hanafi ialah segala sesuatu yang dapat disimpan dan halal digunakan 

dalam keadaan normal. 

2) Harta yang akan diwakafkan harus diketahui dengan yakin sehingga 

tidak akan menimbulkan persengketaan. 

3) Harta benda wakif adalah milik wakif. 

4) Terpisah, dalam artian bukan harta kepemilikan bersama (Rozalinda, 

2015). 

d. Mauquh „Alaih adalah pihak penerima wakaf. 

e. Shighat adalah pernyataan atau ikrar wakif sebagai kegendak untuk 

mewakafkan sebagaian harta bendanya. 

Menurut pasal49 uu no 25 thn 2018 

(l) Perubahan status harta benda Wakaf dalam bentuk penukaran dilarang 

kecuali dengan izin tertulis dari Menteri berdasarkan persetujuan 

BWI. 

(2) Izin tertulis dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya 

dapat diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut: 

a. perubahan harta benda Wakaf tersebut digunakan untuk 

kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak 

bertentangan dengan prinsip Syariah. 

b. harta benda Wakaf tidak dapat dipergunakan 

i. sesuai dengan ikrar Wakaf; atau 
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c. pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung 

dan mendesak. 

(3) Dalam hal penukaran harta benda Wakaf sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) huruf a dilakukan terhadap harta benda Wakaf yang memiliki 

luas sampai dengan 5.000 m2 {lima ribu meter persegi), Menteri 

memberi mandat kepada Kepala Kantor Wilayah untuk menerbitkan 

izin tertulis. 

(4) Menteri menerbitkan izin tertulis penukaran harta benda Wakaf 

dengan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berdasarkan: 

a. harta benda penukar memiliki sertifıkat atau bukti kepemilikan sah 

sesu& dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 

b. nilai dan manfaat harta benda penukar paling kurang sama dengan 

harta benda Wakaf semula. 

(5) Kepala Kantor Wilayah menerbitkan izin tertulis sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) berdasarkan: 

a. persetujuan dari BWI provinsi; 

b. hma benda penukar memiliki sertifıkat atau bukti kepemilikan sah 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 

c. nilai dan manfaat harta benda penukar paling sedikit sama dengan 

harta benda Wakaf semula. 

1. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

(1) Nilai dan manfaat harta benda penukar sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 49 ditetapkan oleh Kepala Kantor berdasarkan rekomendasi Tim 

Penetapan. 

(2) Tim Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 

unsur: 

a. pemerintah daerah kabupaten/kota; 

b. kantor pertanahan kabupaten/kota; 

c. Majelis Ulama Indonesia kabupaten/kota; 

d. kantor kementerian agama kabupaten/kota; 
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e. Nazhir; dan 

f. kantor umsan agama keeamatan. 

(3) Untuk menetapkan nilai dan manfaat harta benda penukar 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hams memenuhi ketentuan: 

a. dinäai oleh Penäai atau Penäai Publik; dan 

b. harta benda penukar berada di wilayah yang strategis dan mudah 

untuk dikembangkan sesuai dengan pemntukannya. 

(4) Penilai atau Penilai Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf 

a disediakan oleh instansi atau pihak yang akan menggunakan tanah 

wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

{5) Penetapan Penilai atau Penfiai Publik sebagaimana dimaksud pada ayat 

(4), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.
44

  

  

C. Kajian Terdahulu 

Kajian terdahulu adalah memuat hasil-hasil penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh penelitian lain dan memiliki kaitan dengan penelitian yang 

sedang dilaksanakan. Adapun kajian terdahulu dalam penelitian ini yaitu 

sebagai berikut: 

1. Efektivitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Harta Wakaf (Studi Kasus 

di Pondok Pesantren Al-Hamidiyah-Depok)” oleh Rinawati, Fakultas 

Syariah dan Hukum. Dalam skripsi ini membahas tentang bentuk 

pengelolaan harta wakaf di Pondok Pesantren Al-Hamidiyah, sudah 

sesuaikah dengan yang dicita-citakan wakif ketika mewakafkan harta 
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wakafnya sebelum wafat, dan apakah manfaat harta wakaf tersebut 

dapat dirasakan oleh pengurus, santri, maupun masyarakat sekitar. 

Persamaan dengan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah 

sama-sama membahas tentang wakaf.dan perbedan penelitian ini 

dengan penelitian sebelumnya adalah subjek dan objek penelitian 

sebelumnya Studi Kasus di Pondok Pesantren Al-Hamidiyah-

Depok,sedangkan subjek penelitian ini yaitu di MTS Al-Muttahidah 

Desa Melai Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepualaun 

Meranti 

2. “Sistem Pengelolaan Tanah Wakaf di Wilayah KUA Jagakarsa 

Jakarta Selatan".Oleh Sri Utami Nengsih,Fakultas Syariah dan 

Hukum, Dalam skripsi ini membahas permasalahan mengenai 

pengelolaan tanah wakaf, prosedur/tata cara perwakafan, dan 

manfaat tanah wakaf bagi masyarakat sekitar di Wilayah KUA 

Jagakarsa. 

Persamaan penelitian ini dengan sebelumnya adalah membahas 

tentang Pengelolaan tanah wakaf. Dan perbedan penelitian ini 

dengan sebelumnya adalah  objek penelitian sebelumnya di Wilayah 

KUA Jagakarsa,dan penelitian ini di MTS Al-Muttahidah Desa 

Melai Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepualaun Meranti. 

3. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan dan Pengawasan 

Tanah Wakaf (Studi di KUA Karang Tengah - Ciledug)". Oleh 

Imam Saputra, Fakultas Syariah dan Hukum, Dalam skripsi ini 
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membahas permasalahan mengenai pengelolaan tanah wakaf, 

prosedur/tata cara perwakafan, pengawasan oleh KUA Kecamatan, 

dan manfaat tanah wakaf bagi masyarakat sekitar di Wilayah KUA 

Kecamatan Karang Tengah-Ciledug. 

Persamaan penelitian ini dengan sebelumnya adalah sama-sama 

membahas dan mengkaji Tinjauan hukum Tentang pengelolaan 

tanah wakaf Perbedan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya 

adalah subjek dan objeknya. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif.  

Deskriptif kualitatif adalah penelitian yang mengambarkan dan melukiskan 

objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak dan sebagai mana 

adanya. Melalui penelitian kualitatif ini, data informasi diterjemahkan dan 

diinterpretasikan sedemikian rupa sehingga pembahasan mengenai Peran nazir 

dalam pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf Di Mts Al-Muttahidah 

Desa Melai Kecamatan.Rangsang Barat Kabupaten. Kepulaun. Meranti dapat 

terungkap sebagaimana yang diharapkan. Penelitian ini mengunakan 

pendekatan teologi normatif (kajian hukum Islam) dan yuridis normatif 

(Hukum Positif). Pendekatan teologi normatif adalah pendekatan terhadap 

ajaran Islam dipandang dari sudut normativitasnya dengan mempergunakan 

kerangka disiplin keilmuan teologi (ilmu ketuhanan) sebagai pendekatan 

studinya.
45

 Sedangkan pendekatan yuridis normatif  yaitu pendekatan yang 

mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan 

perundang-undangan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.
46

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan teologi normatif (hukum 

Islam) dan yuridis normatif karena penulis meneliti tentang bagaimana 
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pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf menurut hukum islam dan 

hukum positif Waris Di Mts Al-Muttahidah Desa Melai  

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kepulauan Meranti tepatnya 

di Kecamatan Rangsang Barat yaitu di desa melai. Lokasi ini di pilih 

karena bisa dijangkau oleh penulis sehingga memudahkan penulis 

mengumpulkan data  

2. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian menunjukkan kapan penelitian ini akan 

dilakukan. Adapun waktu penelitian  dilakukan pada bulan januari dari 

tanggal 12-26 Februari kurang lebih 2 minggu. 

 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek Penelitian  

Yang dimaksud dengan subjek dalam penelitian ini adalah orang, 

benda, tempat atau benda yang diamati dalam rangka sebagai sasaran. 

Adapun subjek pada penelitian ini yaitu  Tanah Wakaf Di Mts Al-

Muttahidah Desa Melai Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan 

Meranti.  
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2. Objek Penelitian 

Objek penelitian merupakan topik permasalahan yang dikaji dalam 

penelitian. Adapun objek pada penelitian ini yaitu, pengelolaan dan 

pengembangan tanah wakaf di mts al muttahidah desa melai kecamatan 

rangsang barat kabupaten kepulauan meranti.yang di tinjau dari undang-

undang no.25 Tahun 2018. 

. 

D. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah objek maupun subjek penelitian yang berada pada 

suatu topik penelitian dan memenuhi syarat tertentu berkaitan dengan masalah 

penelitian. Sampel adalah bagian kecil dari populasi yang di ambil menurut 

prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya secara  reperesentatif.  

Populasi dalam penelitian ini sebanyak 4 orang yaitu terdiri dari 1 

orang nazir yang mengelola wakaf produktif di Mts Al Muttahidah, Desa 

Melai, Kecamatan Rangsang Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti. Adapun 

jumlah sampel dalam penelitian ini berjumlah 4 orang yang terdiri dari 1 

orang nazir  Mts Al Muttahidah, dan 1 orang yang menjadi saksi nazir, 1 

orang kepala madrasah,1 orang guru yang sudah lama menjabat di mts al 

muttahidah desa melai kecamatan rangsang barat kabupaten kepulauan 

meranti, dengan teknik pengambilan sampel yaitu total sampling. 
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E. Sumber Data 

1. Data primer  

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari 

sumber pertama (biasanya dapat dilalui dengan wawancara; 

angket,pendapat dan lain-lain) adapun yang menjadi sumber data primer 

dalam penelitian ini adalah data yang di dapatkan dari tempat yang 

menjadi objek penelitian Mts Al-Muttahidah, Desa Melai Kecamatan 

Rangsang Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti, yaitu orang yang 

mengelola dan mengembangkan tanah wakaf di tinjau dari undang-undang 

no.25 Tahun 2018. 

2. Data sekunder  

Data sekunder yaitu data yang diperoleh seorang peneliti secara 

tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber 

lain. Data sekunder terbagi tiga: 

a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri dari peraturan 

perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki. 

b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri dari buku-

buku teks yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (de hersende 

leer), jurnal-jurnal hukum Islam, pendapat para sarjana, kasus-kasus 

hukum, yurisprudensi dan hasil-hasil simposium mutakhir yang 

berkaitan dengan topik penelitian 

c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk 

atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum 
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sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kamus hukum 

dan encyclopedia. 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan penulis 

dalam memperoleh data-data yang dibutuhkan yaitu melalui beberapa teknik 

pengumpulan data sebagai berikut; 

1. Observasi 

Pengumpulan (observasi) yaitu suatu cara dalam pengumpulan data 

dengan terjun ke lapangan dan melihat langsung objek yang akan di teliti 

adapun lokasi penelitian nya dilakukan di Mts Al-Muttahidah, Desa Melai, 

Kecamatan Rangsang Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti. 

2. Wawancara 

Metode wawancara adalah metode pengumpulan data yang 

menggunakan cara tanya jawab sambil langsung bertatap muka dengan 

objek dan subjek penelitian untuk memperoleh keterangan yang 

diinginkan. 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dan variable yang 

dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen tertentu yang berupa 

catatan, transip, buku, surat kabar, majalah, atau dokumen yang tersedia 

dan berkaitan dengan wakaf. 
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4. Studi Pustaka 

Studi pustaka, yaitu dengan menghimpun informasi melalui buku-

buku,karya ilmiah, ensiklopedia,internet dan sumber lainnya. 

 

G. Teknik Analisi Data 

Teknik analisis data merupakan suatu langkah yang digunakan untuk 

menjawab rumusan masalah dalam penelitan .Tujuannya adalah untuk 

mendapatkan kesimpulan dari penelitian. Adapun teknik analisis data yang 

digunaka untuk kan dalam penelitian deskriptif kualitatif merupakan jenis 

penelitian untuk memahami suatu subjek yang akan diteliti misalnya seperti 

tindakan.prilaku, motivasi, presepsi, dan lain-lain yang secara holistic dan 

dengan proses cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa 

Analisis data dalam penelitian berlangsung bersamaan dengan proses 

pengumpulan data, tiga komponen utama analisis kualitatif adalah ; reduksi 

data, sajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi. 

Tiga komponen tersebut terlibat dalam proses dan saling berkaitan 

serta menentukan hasil akhir analisis kemudian peneliti melakukan 

kesimpulan dalam verifikasi. Dalam melaksanakan penelitian tersebut,tiga 

komponen analis tersebut saling berkaitan dan berinteraksi yang dilakukan 

secara terus menerus di dalam proses pelaksanan pengumpulan data.   
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Dari paparan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa: 

1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan 

bahwa peran nazhir sebagai pihak yang berperan penting dalam 

pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf yang bertujuan untuk 

membangun sarana ibadah. Hasil temuan menunjukkan bahwa 

pengelolaan dan pengembangan sarana ibadah berupa Madrasah,sudah 

dikelola dan dikembangkan secara baik dengan digunakannya Madrasah 

tersebut sebagai sarana ibadah serta dikembangkan dalam segi 

keagamaan,olahraga,kesenian dan kesehatan, untuk siswa siswi madrasah. 

 peran nazhir sebagai pemegang amanah dari wakif untuk menjaga harta 

benda wakaf sangat penting, hal ini dimulai dengan melakukan tertib 

administrasi dokumen harta wakaf. Praktek yang dilakukan secara 

tradisional yang hanya memberikan kepercayaan kepada seseorang dan 

kelompok yang berperan sebagai nazhir menjadi kelemahan dalam 

penelitian ini sehingga secara administrasi dokumen nonlegalitas seperti 

sertifikat belum berada di pihak nazhir selaku pemegang mandat untuk 

menjaga amanah dari wakif. 

2. Implikasi dari penelitian ini adalah, pentingnya melakukan praktek wakaf 

dengan memperhatikan ketentuan – ketentuan hukum yang berlaku 

sehingga praktek wakaf dapat berjalan dengan optimal dan sesuai dengan 
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niat wakif dalam mewakafkan hartanya,Deksistensi wakaf dan 

pemberdayaannya sangat tergantung pada nazhir. Nadzir berkewajiban 

mengerjakan segala sesuatu yang layak untuk menjaga dan mengelola 

harta wakaf. Nazhir terdiri dari nadzir perorangan, organisasi atau 

badan hukum. Pengelolaan wakaf lebih potensial diterapkan oleh 

nadzir lembaga, baik organisasi maupun badan hukum, dibandingkan 

dengan nadzir perseorangan yang berbasis manajemen tradisional. 

Selain itu, berdasarkan jumlah pengurus dan staf, nadzir organisasi dan 

badan hukum jumlahnya lebih besar dari pada nadzir perseorangan. 

Secara umum, pengelolaan wakaf dapat terarah dan terbina secara 

optimal, apabila nadzirnya amanah (dapat dipercaya) dan profesional. 

Karena dua hal ini akan menentukan apakah lembaga tersebut pada 

akhirnya bisa dipercaya atau tidak. 

 

B. Saran 

1. Kepada pengurus Mts al muttahidah melai agar terus berupaya agar 

madrasah yang saat ini sudah berkembang besar saat ini dapat terus 

berkembang dimasa mendatang. Memang diperlukan semangat, kerja 

cerdas dan ikhlas, kreatifitas dan inovasi dalam upaya pengelolaan dan 

pengembangan yayasan, terutama dalam masa globalisasi saat ini yang 

sangat kompstitif dalam segala hal, dan tidak untuk mendaftarkan tanah 

wakaf tersebut agar tidak terjadinya persengketaan dikemudian hari. 

2. Kepada masyarakat terutama yang berada di lingkungan lembaga wakaf, 

seperti mts al muttahidah melai agar lebih memberikan dukungan dan 
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partisipasi aktif dalam pengembangan lembaga wakaf. Dengan turut serta 

dalam kegiatan yang dikelola madrasah, semisal turut menyekolahkan 

anak pada lembaga pendidikan yang dikelola madrasah, dan/atau turut 

memberikan donasi dalam pengembangan madrasah,tentu sangat berarti 

dan bermanfaat. 
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